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Dalam dinamika pelayanan kesehatan modern, rumah sakit tidak hanya menjadi
tempat penyembuhan, tetapi juga merupakan sumber utama limbah berbahaya dan beracun,
khususnya limbah medis. Limbah medis mengandung zat infeksius, kimia berbahaya, serta
bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran serius terhadap lingkungan dan
membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), produksi limbah medis di Indonesia dari seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan
pada masa pandemi COVID-19, volume limbah medis melonjak tajam akibat penggunaan

alat pelindung diri (APD) sekali pakai dan peningkatan aktivitas medis.*

Secara normatif, pengelolaan limbah medis diatur melalui berbagai regulasi, seperti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta regulasi teknis lainnya dari
Kementerian Kesehatan dan KLHK.? Keseluruhan kerangka regulatif tersebut bertujuan
mencegah timbulnya pencemaran lingkungan melalui sistem pengelolaan limbah medis
yang tepat, mulai dari pemilahan, pengangkutan, penyimpanan, hingga pemusnahan.
Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah sakit memiliki kapasitas, baik dari segi
sumber daya manusia maupun teknologi, untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara

mandiri.
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Sebagai solusi praktis dan efisiensi operasional, banyak rumah sakit swasta
menyerahkan pengelolaan limbah medis kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan outsourcing
yang khusus menangani limbah B3. Outsourcing ini diharapkan mampu memenuhi
ketentuan teknis dan hukum yang berlaku, dengan menyediakan tenaga ahli, fasilitas
kendaraan khusus, serta sistem pelaporan yang dapat diverifikasi. Namun, fakta
menunjukkan bahwa tidak sedikit perusahaan outsourcing justru menjadi aktor yang
menyebabkan pelanggaran hukum lingkungan, seperti pembuangan limbah medis ke
tempat pembuangan sampah umum, pembakaran limbah secara ilegal, atau penyimpanan

limbah tanpa izin dan standar keamanan.®

Dalam konteks rumah sakit swasta, penggunaan perusahaan outsourcing untuk
pengelolaan limbah medis merupakan praktik umum yang didasarkan pada hubungan
kontraktual. Rumah sakit selaku pemberi tugas, dan perusahaan outsourcing selaku
pelaksana teknis, terikat dalam kesepakatan kerja sama yang umumnya bersifat
administratif.* Namun, permasalahan muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
pengelolaan limbah medis yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam kondisi
seperti ini, pertanggungjawaban pidana menjadi kabur dan menjadi perdebatan: apakah
yang bertanggung jawab adalah rumah sakit sebagai pemilik limbah, atau perusahaan

outsourcing sebagai pelaksana teknis, atau keduanya?

Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam sistem hukum pidana lingkungan di
Indonesia. Di satu sisi, UU PPLH mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan

melawan hukum berupa pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun,
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pengaturan lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi
outsourcing yang bertindak atas nama rumah sakit, belum diatur secara eksplisit. Hal ini
menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, terutama dalam pembuktian unsur

kesalahan dan penetapan subjek hukum pidana yang sah.®

Kegelisahan akademik dalam hal ini muncul dari kerancuan antara tanggung jawab
administratif, perdata, dan pidana dalam konteks outsourcing pengelolaan limbah medis.
Literatur hukum pidana lingkungan di Indonesia masih cenderung terfokus pada subjek
pelaku individu atau korporasi yang bersifat tunggal, sedangkan hubungan kontraktual
multipihak antara rumah sakit dan vendor outsourcing belum banyak mendapat sorotan
dalam kajian akademik. Demikian pula dalam praktik, aparat penegak hukum mengalami
kesulitan dalam menentukan pihak yang layak dijerat pidana ketika terjadi pencemaran

lingkungan akibat kelalaian atau kesengajaan pihak outsourcing.

Padahal, perusahaan outsourcing sesungguhnya adalah entitas bisnis yang dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai doktrin yang berkembang,
sebagaimana diakui dalam Pasal 116 dan Pasal 118 UU PPLH. Namun, implementasi
doktrin ini dalam praktik penegakan hukum masih terbatas, baik karena hambatan dalam
konstruksi hukum, keterbatasan regulasi teknis, maupun belum adanya preseden yang

memadai di ranah peradilan.

Terdapat kesenjangan yang nyata antara regulasi normatif dan realitas empiris di
lapangan. Secara teoritis, hukum pidana lingkungan telah mengakui subjek hukum
korporasi dan memiliki rezim pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Namun, belum
terdapat kajian yang mendalam mengenai konstruksi hukum pidana lingkungan yang

spesifik diarahkan terhadap perusahaan outsourcing dalam kasus pengelolaan limbah medis
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di rumah sakit swasta. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pelanggaran
lingkungan oleh industri besar atau badan usaha milik negara, dan jarang menyentuh

praktik outsourcing sebagai potensi pelaku tindak pidana lingkungan.®

Selain itu, aspek kontraktual antara rumah sakit dan outsourcing kerap kali
mengaburkan locus delicti dan actus reus dari tindak pidana lingkungan yang terjadi. Hal
ini menciptakan celah hukum yang tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga
merugikan kepentingan publik, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari

pencemaran limbah medis.’

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan kajian hukum
pidana lingkungan yang menyentuh hubungan hukum antara rumah sakit dan perusahaan
outsourcing dalam konteks pengelolaan limbah medis. Selain itu, urgensi penelitian juga
terletak pada kebutuhan untuk memperkuat kerangka regulatif agar mampu menjangkau
kompleksitas aktor dalam tindak pidana lingkungan modern. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih tepat dalam menetapkan
subjek hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban, serta model penegakan hukum yang

relevan.

Konstruksi hukum yang kuat dan jelas sangat dibutuhkan agar tidak terjadi
impunitas terhadap korporasi outsourcing yang lalai atau sengaja melanggar hukum
lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam upaya
memperkuat sistem hukum pidana lingkungan Indonesia yang responsif terhadap

perkembangan praktik bisnis dan hubungan hukum modern.
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